BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka bisa

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa direksi suatu PT dapat memiliki pertanggungjawaban pidana atas
keputusan bisnis yang menimbulkan kredit macet di perbankan apabila
apabila Direksi PT tidak melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip
Fiduciary duty. Begitu pula dengan sebaliknya, Direksi tidak akan
dimintai pertanggung-jawaban walaupun salah dalam mengambil
keputusan (mere errors of judgement), apabila direksi sudah melaksanakan
tugas sesuai dengan prinsip-prinsip Fiduciary duty, dimana direksi dituntut
untuk memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi, terampil, serta
bertindak untuk kepentingan PT secara bonafides. Karena setiap keputusan
yang diambilnya dilindungi oleh konsep business judgement rule di dalam
hukum,;

2. Penerapan perlindungan hukum terhadap direksi PT yang membuat
keputusan bisnis dan berakibat pada kredit macet di perbankan
sebagaimana terjadi pada PT. TAB adalah Direksi PT dilindungi oleh
hukum apabila tidak terbukti adanya penambahan harta kekayaan secara
tidak wajar baik milik pribadi direksi maupun PT. Karena unsur

‘memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi’ tidak
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terpenuhi, maka direksi mendapatkan perlindungan hukum.

4.2. Saran
Saran peneliti terhadap kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah:

1. Meningkatkan adanya literasi, penelitian, dan sosialisai yang terkait
dengan konsep fiduciary duty, business judment rule, dan pemahaman
tentang pidana korporasi agar dunia usaha tidak takut dan ragu lagi untuk
mengembangkan bisnis dan mengambil resiko yang diperlukan;

2. Hendaknya aparat penegak hukum, baik itu pihak kepolisian dan
kejaksaan tidak mudah untuk mempidanakan direksi ataupun PT apabila:

a. Unsur memperkaya diri sendiri tidak ditemukan dalam diri direksi
ataupun PT;

b. Direksi sudah melaksanakan fiduciary duty nya dengan baik,
memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi, terampil, serta
bertindak untuk kepentingan PT secara bonafides;

c. Kerugian terjadi karena adanya keputusan yang diambil telah
memenuhi kaidah business judment rule, bukan karena tidakan

memperkaya diri sendiri.
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